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£ 

Kata Pengantar 

 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan 

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025/2026. Laporan ini merupakan 

wujud akuntabilitas dan komitmen berkelanjutan kami dalam mendukung penyelesaian 

permasalahan anak tidak sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota di 

wilayah kerja kami. 

Pada tahun 2025, program ini terus berfokus untuk mengurangi angka anak tidak sekolah 

melalui pendekatan kolaboratif yang telah terbukti efektif, melibatkan pemerintah, masyarakat, 

dunia usaha, dan sektor pendidikan. Melanjutkan apa yang telah dikerjakan pada periode 

sebelumnya, tim terus menjalankan serangkaian aksi nyata di lapangan dengan fokus pada 

pencegahan dan penanganan anak putus sekolah. Melalui pendampingan, pembinaan, serta 

berbagai kegiatan advokasi, kami berupaya lebih masif dalam menciptakan lingkungan yang 

mendukung untuk mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan. 

Keberlanjutan program "Pasti Beraksi" ini tidak lepas dari dukungan mitra pembangunan 

internasional UNICEF dan mitra lokal Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, serta 

komitmen dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan ini menjadi kunci 

untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang dan memperluas jangkauan program. 

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana dan 

komitmen untuk tahun 2025, serta dapat memotivasi kerja sama yang berkelanjutan demi 

terwujudnya generasi yang lebih berpendidikan dan berkualitas di masa mendatang. 

. 

Makassar, 19 Desember 2025 

Plt. Kepala Bappelitbangda 

 

Iqbal Nadjamuddin 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Konteks Strategis 

 
Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar 

fundamental dalam transformasi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks 

nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan visi ambisius melalui 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang 

menempatkan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun 

pendidikan dasar-menengah) sebagai game changer pembangunan. Provinsi Sulawesi 

Selatan, sebagai gerbang Kawasan Timur Indonesia, merespons mandat nasional ini 

dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi 

Sulawesi Selatan 2025–2045, yang secara eksplisit memprioritaskan "Pendidikan 

Berkualitas yang Merata". Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan 2025-2029, telah dirumuskan melalui kerangka sasaran dan strategi ; 

Tabel 1.1 Kerangka sasaran dan strategi 

 

Level 
Keselarasan 

Dokumen 
Kegiatan Prioritas/Sasaran/Strategi 

 

Tingkat 

Nasional 

RPJMN 2025 - 

2029 Prioritas 

Nasional 4 

Kegiatan Prioritas (KP); Pencegahan dan 

Penanganan Anak Tidak Sekolah 

Sasaran 01; Tercapainya penurunan kasus anak 

putus sekolah dan anak tidak sekolah 

 

 

 

 

 

 

Propinsi 

Sulawesi 

Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

RPJMD 2025-2029 

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pendidikan 
untuk semua secara merata dan inklusif 

Strategi 5: Penanganan anak tidak usia sekolah 

berbasis wilayah secara kolaboratif, termasuk 

pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang 

mampu  sebagai  upaya  pencegahan  dan 
penanganan anak tidak sekolah 

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas generasi muda 

dan kesetaraan gender 

Strategi 2: Penguatan system perlindungan anak 

secara efektif dan kolaboratif oleh Pemerintah dan 

Non Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dan 
perlindungan khusus anak; 

Sasaran 9: Meningkatnya pembangunan 

perdesaan 
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  Starategi 1. Peningkatan peran dan pemberdayaan 

lembaga kemasyarakatan desa dalam pemenuhan 

layanan dasar masyarakat desa; 

Strategi 7. Mendorong optimalisasi penggunaan 

dana desa yang tepat sasaran,  transparan, dan 
partisipatif untuk mendukung prioritas 

pembangunan desa 

 

 

Urgensi penyusunan Laporan Pelaksanaan PPATS Tahun 2025 ini didorong 

oleh kebutuhan untuk mengevaluasi transisi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) periode 

2020–2023 ke RAD periode baru 2025–2029. Periode ini krusial karena menandai 

pergeseran pendekatan dari sekadar peningkatan akses menjadi penjaminan kualitas dan 

inklusifitas layanan pendidikan. Data menunjukkan bahwa meskipun Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) pada jenjang dasar relatif tinggi, kebocoran siswa (dropout) pada masa 

transisi jenjang SMP ke SMA masih menjadi isu struktural yang persisten. 

Selain itu, laporan ini disusun di tengah momentum pemulihan ekonomi pasca- 

fluktuasi global. Data kemiskinan Maret 2025 menunjukkan penurunan persentase 

penduduk miskin menjadi 7,60%, namun disertai dengan peningkatan Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 1,395. Fenomena ini mengindikasikan bahwa 

kelompok masyarakat termiskin semakin sulit menjangkau layanan dasar, termasuk 

pendidikan, sehingga memerlukan intervensi afirmatif yang lebih presisi melalui 

program PASTI BERAKSI. 

1.2 Landasan Hukum 

Pelaksanaan program Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan penyusunan 

laporan ini didasarkan pada kerangka regulasi yang kokoh, mencakup undang-undang 

nasional hingga peraturan teknis daerah, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang memandatkan Wajib Belajar 13 

Tahun 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib 
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Belajar Pendidikan Menengah. 

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana 

Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS). Regulasi ini 

menjadi landasan operasional program PASTI BERAKSI. 

7. Surat Keputusan Gubernur Nomor 1848 tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah 

8. Surat Keputusan Gubernur Nomor 1740/X/tahun 2025 tentang Rencana Aksi 

Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2025 - 2029 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai instrumen akuntabilitas dan pengendalian 

kinerja pembangunan daerah di sektor pendidikan. Adapun tujuan spesifiknya adalah: 

1. Pemetaan Komprehensif: Menyediakan data terkini mengenai sebaran, 

karakteristik, dan faktor penyebab ATS di 24 Kabupaten/Kota berdasarkan 

pemutakhiran data Maret 2025. 

2. Evaluasi Kinerja: Mengukur efektivitas program PASTI BERAKSI terhadap target 

yang ditetapkan dalam dokumen Final RAD PPATS 2025–2029. 

3. Analisis Anggaran: Menilai realisasi komitmen anggaran dari APBD Provinsi, 

APBD Kabupaten/Kota, dan Dana Desa dalam mendukung penanganan ATS. 

4. Perumusan Rekomendasi: Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti 

(evidence-based policy) untuk perbaikan strategi penanganan pada tahun anggaran 

2026. 
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BAB II: 

Analisis Situasi Pembangunan Manusia 

dan Pendidikan Tahun 2025 

2.1 Indeks Pembangunan Manusia 

IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2025/2026 tercatat sebesar 75,92. Meningkat 

0,74 Poin (0,98%) dari tahun sebelumnya Angka ini menempatkan Sulawesi Selatan pada 

kategori "Tinggi". Namun, laju pertumbuhan IPM mengalami deselerasi. Pertumbuhan 

sebesar 0,54 poin (0,78%) pada periode ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 

tahun 2022. Perlambatan ini wajar terjadi ketika suatu daerah mencapai level 

pembangunan yang lebih tinggi (diminishing returns), namun tetap memerlukan 

terobosan inovatif agar tidak terjebak dalam stagnasi. 

2.2. Kondisi Makro Ekonomi dan Kemiskinan 

Kinerja sektor pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks makroekonomi yang 

melingkupinya. Kemiskinan merupakan determinan utama yang mempengaruhi 

kemampuan rumah tangga dalam membiayai pendidikan anak, baik biaya langsung 

maupun biaya tidak langsung (opportunity cost). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) hingga Maret 2025, kondisi sosial ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan 

dinamika sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Makro Kemiskinan Sulawesi Selatan (Maret 2025) 

 

Indikator 
Capaian Maret 

2025 

Perubahan (vs Sept 

2024) 

Analisis Dampak 

Pendidikan 

 

 
Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

 
 

 
698,13 Ribu Jiwa 

 
 

 
Turun 13,64 Ribu 

Penurunan jumlah 

absolut memberikan 

ruang fiskal bagi 

keluarga rentan untuk 

mengakses pendidikan. 

 

 
Persentase 

Kemiskinan 

 

 
7,60% 

 

 
Turun 0,17% poin 

Tren positif, namun 

angka  7,60%  masih 

merepresentasikan 

populasi  besar   yang 

rentan putus sekolah. 
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Garis 

Kemiskinan 

(GK) 

 

 
Rp 477.966 

/kapita/bulan 

 

 
Naik 2,13% 

Kenaikan GK, yang 

didominasi komponen 

makanan (74,9%), 

menekan daya beli non- 

makanan    termasuk 

pendidikan.1 

 

 
Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan 

(P1) 

 
 

 
1,395 

 
 

 
Naik dari 1,384 

Peningkatan  P1 

menunjukkan rata-rata 

pengeluaran penduduk 

miskin semakin 

menjauh dari GK, 

meningkatkan risiko 

dropout permanen pada 

lapisan terbawah.1 

 

 
Rasio Gini 

(Ketimpangan 

) 

 
 

 
0,363 

 
 

 
Naik dari 0,360 

Peningkatan 

ketimpangan, terutama di 

perkotaan  (0,373), 

berisiko menciptakan 

disparitas   kualitas 

pendidikan antar 

kelompok pendapatan. 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 

 

Analisis data di atas mengungkapkan sebuah paradoks: meskipun jumlah 

penduduk miskin berkurang, tingkat keparahan kemiskinan bagi mereka yang masih 

miskin justru bertambah. Kenaikan Garis Kemiskinan yang lebih cepat daripada 

peningkatan pendapatan masyarakat bawah menuntut adanya skema bantuan sosial 

pendidikan yang lebih adaptif, tidak hanya sekadar pembebasan biaya SPP, tetapi juga 

subsidi biaya personal (transportasi dan seragam). 

2.3 Capaian Indikator Utama Pendidikan 

 
Evaluasi terhadap indikator makro pendidikan tahun 2025 menunjukkan 

perlambatan pertumbuhan yang menjadi sinyal peringatan bagi pemangku kepentingan. 

Saat ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan menghadirkan program prioritas 

dalam mewujudkan Pendidikan bermutu untuk semua, salah satunya adalah Wajib 

Belajar 13 Tahun. Ketiga kebijakan tersebut melihat pada 3 aspek yatu; 

1. Aspek Akses, dimana memastikan partisipasi semua pihak, daya tamping, dan Anak 

Tidak Sekolah 

2. Aspek Mutu, dimana memastikan hasil dan proses belajar, pemenuhan dan 
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kesejahteraan guru, infrastruktur dan penjaminan mutu 

3. Aspek Tata Kelola, dimana memastikan partisipasi daerah dalam penigkatan 

komitmen, partisipasi orang tua serta transparansi. 

Salah satu aspek capaian Pendidikan adalah bagaimana semua anak mendapat askes dan 

berpartisipasi dalam layanan Pendidikan baik formal dan non formal. 

2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Dua komponen pembentuk dimensi pengetahuan dalam IPM menunjukkan tren 

yang perlu diwaspadai: 

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS): Capaian RLS penduduk usia 25 tahun ke atas 

pada tahun 2025 adalah 8,86 tahun. Angka ini setara dengan tingkat pendidikan 

Kelas 2 SMP (Kelas VIII). Pertumbuhan RLS melambat signifikan menjadi 

1,14% pada tahun 2025, dibandingkan 2,01% pada tahun 2022. 

• Disparitas Wilayah: Terdapat kesenjangan ekstrem antar wilayah. Kota 

Makassar mencatatkan RLS tertinggi sebesar 11,57 tahun (setara Kelas 2 

SMA), sementara Kabupaten Jeneponto terendah dengan 7,01 tahun (baru 

lulus SD/Kelas 1 SMP). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan 

tidak bisa dipukul rata, melainkan harus asimetris sesuai kondisi daerah. 

2. Harapan Lama Sekolah (HLS):HLS mengalami stagnasi pertumbuhan sebesar 

0,07% per tahun selama periode 2022–2024/2025, bertahan di angka 13,55 

tahun. Ini berarti anak-anak yang masuk sekolah pada tahun 2025 diharapkan 

dapat menempuh pendidikan hingga Diploma 1 atau Semester 3 Perguruan 

Tinggi. Stagnasi ini mengindikasikan belum adanya ekspansi signifikan dalam 

akses pendidikan tinggi atau pendidikan menengah universal di daerah 

terpencil. 

2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Tingkat Penyelesaian 

Analisis Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran lebih rinci mengenai 

di mana titik kritis "gugur"nya peserta didik dalam sistem pendidikan. 
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Tabel 2.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia (2024/2025) 

 

Kelompok 

Usia 

Jenjang 

Pendidikan 

 

APS (%) 
Status 

Layanan 

 

Analisis Kesenjangan 

 

 

7 - 12 

Tahun 

 

 

 

SD / MI 

 

 

 

99,50% 

 

 

Hampir 

Universal 

Sisa 0,5% merupakan 

kelompok hard-to- 

reach seperti anak 

dengan disabilitas 

berat atau yang tinggal 

di  wilayah  geografis 

ekstrem.1 

 

 

13 - 15 

Tahun 

 

 

SMP / MTs 

 

 

93,41% 

 

 

Menengah 

Tinggi 

Terdapat 6,59% anak 

usia SMP yang tidak 

bersekolah. Penurunan 

partisipasi mulai terasa 

pada transisi lulus SD 

ke SMP.1 

 

 

 

 

16 - 18 

Tahun 

 

 

 

 

SMA / SMK / 

MA 

 

 

 

 

 

73,17% 

 

 

 

 

 

Rendah 

Kesenjangan terbesar 

terjadi di sini. 26,83% 

remaja usia menengah 

atas tidak terlayani 

pendidikan formal. Ini 

adalah kelompok usia 

kritis yang rentan 

masuk pasar kerja 

informal atau menikah 

dini. 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 

 

Data Tingkat Penyelesaian Pendidikan (Completion Rate) mengonfirmasi pola 

piramida terbalik. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat 

penyelesaiannya. Penyelesaian jenjang SMA/SMK masih berfluktuasi di angka yang 

rendah, mencerminkan tantangan besar dalam menuntaskan target Wajib Belajar 12 

Tahun, apalagi menuju target 13 tahun yang dicanangkan dalam RPJPN. Hal ini juga 

terlihat bahwa masih tingginya anak usia sekolah kelompok 16 – 18 tahun yang tidak 

terdaftar pada layanan Pendidikan sehingga menjadi kategori Anak Tidak Sekolah 

(ATS) 
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BAB III: 

Profil dan Analisis Kausalitas Anak Tidak Sekolah (ATS) 

 

3.1 Status Data ATS dan ABPS Tahun 2025 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan mekanisme pendataan 

ganda (dual-source data mechanism) untuk memastikan akurasi target intervensi. 

Mekanisme ini memadukan data makro dari pemerintah pusat dengan data mikro hasil 

verifikasi lapangan. Kedua sumber data tersebut saling melengkapi dan mempercepat 

proses validasi data. Sumber data tersebut sebagai berikut; 

1. Data Potensi ATS melalui sumber data Dashboard Verval ATS (Sumber: Pusdatin 

Kemendikdasmen 13 Desember 2025): Angka ini dihasilkan dari pemadanan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan 

EMIS dan PDDikti. Data ini berfungsi sebagai data awal (pre-list) yang 

memerlukan verifikasi faktual Berdasarkan Dashboard Verval ATS Pusdatin per 12 

Desember 2025, teridentifikasi sebanyak 176,539 anak yang terdiri dari 92,953 

Belum Pernah Bersekolah (BPB), 36,222 Drop Out (Putus Sekolah ) dan 47,364 

Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jika melihat dari kategori usia anak sekolah, 

berikut sebaran ATS pada kelompok usia 

 

Sumber Data : Pusdatin Kemendasmen 2025 
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2. Data ATS Terverifikasi (Sumber: PASTI BERAKSI / Data Lokal): 

Pemerintah provinsi menyediakan ruang /applikasi bagi semua kabupaten/kota 

unutk melakukan pendataan lokal pada tingkat desa/kelurahan menggunakan 

aplikasi Web PASTI BERAKSI. Namun demikian, pemerintah daerah tetap diberi 

peluang untuk melakukan inovasi inovas dalam melakukan pendataan lokal sebagai 

upaya memastikan keakuratan data ATS seperti applikasi Ta’sikolasi di Kab Sinjai, 

Sikolaki’ di Kota Makassar dan SDDK di Kab Bone. Melalui Web Pasti Beraksi 

per 13 Desember 2025, diperoleh data ATS dan Anak Bersiko Putus Sekolah 

sebagai berikut; 

• Anak Tidak Sekolah (ATS): Sebanyak 18,772 anak telah teridentifikasi secara by 

name by address (BNBA). 

• Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS): Sebanyak 176,782 anak terdeteksi dini 

memiliki faktor risiko tinggi (misal: absensi tinggi, tunggakan biaya, prestasi rendah). 

• Capaian Verifikasi: Sebanyak 647 desa/kelurahan telah aktif melakukan input data 

penuh pada 226.711 Kepala Keluarga. 

 

 

3.2 Faktor Penyebab Utama (Root Cause Analysis) 

Melalui applikasi Web Pasti Beraksi, alasan Anak Tidak Sekolah teridentifikasi 

berdasarkan verifikasi lapangan yang terekam sebagai sample pada 6 alasan utama, 

faktor ekonomi bukan lagi satu-satunya penyebab dominan. 
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Tabel 3.2 Analisis Faktor Penyebab ATS (Berdasarkan Sampel Verifikasi 2025) 

 

 

Peringkat 
Faktor 

Penyebab 

Jumlah 

Kasus 

 

Analisis dan Implikasi Kebijakan 

 

 

 

1 

 

Tidak Mau 

Sekolah / 

Motivasi 

Rendah 

 

 

2,629 

Kasus 

Faktor psikososial ini mendominasi. 

Anak merasa sekolah tidak relevan, 

membosankan, atau mengalami 

demotivasi. Kebijakan harus fokus 

pada pembelajaran yang 

menyenangkan dan relevan (link and 

match). 

 

 

2 

 

Ekonomi 

(Tidak Ada 

Biaya) 

 

1,428 

Kasus 

Biaya langsung (seragam, buku) dan 

biaya tidak langsung (transportasi, 

uang saku) masih menjadi barier, 

terutama seiring kenaikan garis 

kemiskinan.  Diperlukan  intervensi 

bansos spesifik. 1 

 

 

3 

 

 

Disabilitas 

 

399 Kasus 

Tingginya angka ini menunjukkan 

belum optimalnya layanan pendidikan 

inklusi. Banyak sekolah reguler 

menolak anak berkebutuhan khusus, 

dan SLB terbatas secara geografis. 

 

 

4 

 

Pengaruh 

lingkungan dan 

teman 

 

 

485 kasus 

Kategori ini memperlihatkan bahwa 

ada kecenderungan kemajuan 

tekhnologi yang perlu menjadi 

perhatian khususnya pada penggunaan 

media sosial 

 

 

5 

 

Bekerja 

(Mencari 

Nafkah) 

 

 

405 Kasus 

Meskipun angkanya terlihat kecil 

dalam sampel, faktor ini sangat kuat 

pada anak laki-laki usia 16-18 tahun. 

Solusinya adalah pendidikan fleksibel 

yang  memungkinkan  anak  belajar 

sambil bekerja. 

 

 

 

6 

Kelompok 

lainnya yaitu 

Pernikahan 

Anak, 

perundungan dan 

kekerasan/traum 

a di sekolah 

 

 

 

306 

 

 

Perundungan (bullying), Kekerasan di 

sekolah dan pernikahan anak tetap 

menjadi isu laten yang memerlukan 

pendekatan budaya dan hukum. 

Sumber Data: Hasil olahan Aplikasi PASTI BERAKSI per 13 Desember 2025 dari 647 desa sampel 
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BAB IV: 

Pelaksanaan Program PASTI BERAKSI 

Tahun 2025 

 
Program "PASTI BERAKSI" (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi 

Kolaborasi) merupakan inovasi unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

kolaborasi dengan semua kabupaten kota yang telah mendapatkan pengakuan nasional 

sebagai upaya inovasi dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Sejak diinisiasi 

awal pada sejak tahun 2019 di 2 Kabupaten yaitu Bone dan Takalar, Gerakan massif dan 

terstruktur telah dilakukan dan sudah mencakup di 24 kabupaten/kota. Inovasi terbaik 

ini telah mendapat appresiasi sebagai juara terbaik 3 Inovasi SDGs tahun 2024, sehingga 

momentum ini menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi dalam melakukan akselerasi. 

Pada tahun 2025, pelaksanaan program ini difokuskan pada penguatan ekosistem 

kolaborasi yang lebih terstruktur. 

4.1 Peningkatan Kapasitas 

Dalam upaya penguatan kolaborasi secara massif, Tim PPATS Provinsi melalui 

Kerjasama sama kemitraan antara UNICEF dan LPP Bone sebagai mitra lokal Unicef 

menjalankan empat pendekatan strategis yang saling memperkuat: 

1. Pendekatan Penguatan Kapasitas Tim (Capacity Building): Pemerintah provinsi 

memfasilitasi pelatihan berjenjang bagi Tim PPATS Kabupaten/Kota. Tim ini 

kemudian melatih operator data di tingkat desa/kelurahan. Fokus tahun 2025 adalah 

peningkatan literasi digital operator desa untuk mengelola aplikasi verifikasi data 

ATS secara mandiri melalui Dashboard Verval ATS Pusdatin yang dipadupadankan 

dengan data lokal. Penguatan ini dilakukan secara daring (Online) dan juga Luring 

pada setiap pertemuan dan juga kunjungan ke lapangan. 

2. Pendekatan Berbasis Desa (Village-Driven Approach):Ini adalah inti dari 

transformasi PPATS. Melalui Surat Edaran DPMD No 463/6014/DPMD, desa 

didorong untuk mengalokasikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 

kegiatan penanganan ATS. Kegiatannya mencakup biaya operasional pendataan, 

reconfirming (penjangkauan kembali), hingga bantuan perlengkapan sekolah bagi 

anak yang kembali bersekolah. Desa menjadi ujung tombak karena memiliki data 
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paling akurat mengenai warganya. 

3. Pendekatan Pendampingan Intensif:Bappelitbangda, bermitra dengan UNICEF dan 

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, melakukan pendampingan teknis 

di 24 kabupaten/kota. Pendampingan ini mencakup advokasi kebijakan agar isu ATS 

masuk dalam dokumen RPJMD/Renstra daerah, serta pendampingan teknis 

mekanisme pengembalian anak ke sekolah. 

4. Pendekatan Teknologi Informasi:Pengembangan Web PASTI BERAKSI 

memungkinkan integrasi data secara real-time. Sistem ini memberikan akses kepada 

pemerintah desa untuk memutakhirkan status anak (misal: dari "Putus Sekolah" 

menjadi "Kembali Bersekolah"). Transparansi data ini memudahkan intervensi lintas 

sektor. 

 

 

4.2 Monitoring dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota 

Pendampingan /monitoring dilakukan oleh tim PPATS Provinsi ke kabupaten/kota. 

Pendampingan dilakukan baik secara tim yang dikoordinir oleh tim secretariat PPATS 

dibawah koordinasi Bidang PPM Bappelitbangda maupun sektor terkait yaitu Dinas 

Pendidikan Provinsi dan juga DP3A. Monitoring /Pendampingan dilakukan melalui; 

1. Pertemuan koordinasi tim PPATS pada Tingkat provinsi. Pertemuan ini dilakukan 

selama 2 kali dengan tujuan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran ATS 

termaktub dalam RPJMD masing masing kabupaten/kota dan serta memastikan aksi 

aksi dilakukan di Tingkat desa/kelurahan. 

2. Monitoring dan penampingan melalui Daring (online-zoom). 

3. Kunjungan langsung ke kabupaten/kota. Kegiatan ini untuk memberikan advokasi 

dan identifikasi praktik baik sebagai pembelajaran bagi provinsi dan 

kabupaten/kota lainnya. 

4.3 Sinergi Lintas Sektor dan Peran Pemangku Kepentingan 

Pada setiap pertemuan atau kunjungan ke lapangan, tim PPATS provinsi 

senantiasa mendorong kepada lintas sektor untuk mengambil peran sesuai kemampuan 

dan kewenangan masing masing. Sesuai dokumen RAD Bab IV, penanganan ATS 

melibatkan peran aktif berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra non- 

pemerintah: 
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Tabel 4.1 Matriks Peran Lintas Sektor dalam PASTI BERAKSI 

 

Institusi / Sektor Peran dan Kontribusi Strategis 

Bappelitbangda 
Koordinator utama, penyusunan  RAD, monitoring 

evaluasi, dan sinkronisasi perencanaan. 

Dinas Pendidikan Penyediaan layanan pendidikan fleksibel (sekolah 

terbuka, paket A/B/C), pembebasan biaya masuk 

kembali, dan manajemen Dapodik. 

Dinas PMD Regulasi penggunaan Dana Desa untuk pendidikan, 

koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan. 

Dinas Sosial Integrasi data ATS dengan Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) untuk akses bansos/PKH bagi keluarga 

ATS. 

Dinas Kependudukan 

(Dukcapil) 

Fasilitasi penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi ATS 

yang terkendala administrasi (5 kasus ATS karena tidak 

punya akte). 

Mitra Pembangunan 

(UNICEF) 

Dukungan teknis, pengembangan kapasitas, dan praktik 

baik internasional. 

Dunia Usaha (CSR) & 

Baznas 

Pemberian beasiswa, bantuan alat transportasi (sepeda), 

dan perlengkapan sekolah bagi anak di wilayah blank 

spot layanan pemerintah. 
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BAB V 

Capaian Kinerja, Dampak, dan Evaluasi 

 

5.1 Capaian Kuantitatif Pengembalian Anak ke Sekolah 

Sejak tahun 2024, tim PPATS provinsi memulai untuk menyusun laporan Pencegahan 

dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS). Indikator keberhasilan utama dari 

PPATS melalui inovasi program PASTI BERAKSI adalah jumlah anak yang berhasil 

kembali ke layanan Pendidikan dengan memastikan bahwa ATS tersebut terdaftar pada 

system data terpadu Pendidikan yaitu DAPODI dan EMIS. 

Dalam upaya melihat capaian program dalam rangka penurunan angka anak tidak 

sekolah, tim PPATS menggunakan 2 pendekatan yaitu; 

1. Berdasarkan survey susenas yang dihitung oleh BPS. Capaian Penurunan 

Prevalensi ATS berdasarkan data Susenas, persentase ATS usia 7–18 tahun di 

Sulawesi Selatan berhasil diturunkan dari 9,19% pada tahun 2019 menjadi 7,25% 

pada data terakhir tahun 2024 (BPS, Februari 2025). Secara grafik dapat terlihat 

sebagai berikut; 
 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 

Terlihat pada grafik di atas bahwa semua kategori usia mengalami penurunan, 

namun pada usia menengah 16 – 18 masih terlihat banyak yang belum 

menyelesaikan Pendidikan 12 tahun 
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2. Berdasarkan data pemutakhiran cut of Dapodik per 31 Agustus 2025, jumlah ATS 

yang telah diverifikasi sebagai berikut: 

● Total ATS Kembali Bersekolah pada kelompok usia 7 – 18 tahun sebanyak 

28,702 anak sedang usia 19 – 24 tahun sebanyak 13,332 Anak 

● Jika di bandingkan dengan tahun 2024 dimana ATS kelompok usia 7 – 18 tahun 

yang dikembalikan sebanyak 27,483 anak. Sedang usia 19-24 tahun sebanyak 

18,105 anak. 

 
 

 

 

 

 

 

NO. 

 

 

 

 
KABUPATEN 

/KOTA 

 

JUMLAH ATS 

TERIDENTIFIKASI 

 

 

JUMLAH 

TOTAL 

 

JUMLAH ATS YANG KEMBALI KE LAYANAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL per 

TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 (DAPODIK) 

2024/2025 SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA 

 

PKBM Usia 7 - 18 

tahun 

 

PKBM Usia 19 - 

24 tahun 

 

TOTAL 

(L+P) 

L P  L P L P L P L P L P  

 

 

 

1 

 

 

 

BULUKUMBA 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10,691 

 

 

426 

 

 

401 

 

 

428 

 

 

330 

 

 

398 

 

 

354 

 

 

734 

 

 

469 

 

 

1843 

 

 

1,155 

 

 

6,538 

 

 

 

2 

 

 

 

BANTAENG 

 

 

1,357 

 

 

1,118 

 

 

2,475 

 

 

54 

 

 

60 

 

 

57 

 

 

43 

 

 

81 

 

 

64 

 

 

140 

 

 

115 

 

 

60 

 

 

44 

 

 

718 

 

 

 

3 

 

 

 

JENEPONTO 

 

 

6,187 

 

 

5,279 

 

 

11,466 

 

 

200 

 

 

197 

 

 

138 

 

 

127 

 

 

270 

 

 

231 

 

 

137 

 

 

68 

 

 

110 

 

 

56 

 

 

1,534 

 

 

 

4 

 

 

 

TAKALAR 

 

 

1,975 

 

 

1,435 

 

 

3,410 

 

 

300 

 

 

305 

 

 

356 

 

 

419 

 

 

19 

 

 

26 

 

 

221 

 

 

230 

 

 

81 

 

 

84 

 

 

2,041 

 

 

 

5 

 

 

 

GOWA 

 

 

8,101 

 

 

7,750 

 

 

15,851 

 

 

649 

 

 

604 

 

 

455 

 

 

435 

 

 

852 

 

 

838 

 

 

44 

 

 

41 

 

 

55 

 

 

55 

 

 

4,028 

 

 

 

6 

 

 

 

PANGKEP 

 

 

2,199 

 

 

1,927 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

112 

 

 

122 

 

 

109 

 

 

98 

 

 

441 

 

 

 

7 

 

 

 

SIDRAP 

 

 

4,304 

 

 

2,828 

 

 

7,132 

 

 

141 

 

 

113 

 

 

76 

 

 

65 

 

 

113 

 

 

103 

 

 

251 

 

 

143 

 

 

47 

 

 

46 

 

 

1,098 
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NO. 

 
 

 

 

 

 

KABUPATEN 

/KOTA 

 
JUMLAH ATS 

TERIDENTIFIKASI 

 
 

 

 

JUMLAH 

TOTAL 

 
JUMLAH ATS YANG KEMBALI KE LAYANAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL per 

TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 (DAPODIK) 

 

2024/2025 

 

SD/MI 

 

SMP/MTs 

 

SMA/SMK/MA 

 
PKBM Usia 7 - 18 

tahun 

 
PKBM Usia 19 - 

24 tahun 

 
TOTAL 

(L+P) 

 
L P 

 
L P L P L P L P L P 

 

 

 

 

8 

 

 

 

BONE 

 

 

8,581 

 

 

9,361 

 

 

17,939 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

715 

 

 

471 

 

 

2,795 

 

 

1,723 

 

 

5,704 

 

 

 

9 

 

 

 

WAJO 

 

 

5,317 

 

 

5,591 

 

 

10,908 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

23 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

26 

 

 

38 

 

 

32 

 

 

40 

 

 

213 

 

 

 

10 

 

 

 

LUWU 

 

 

1,261 

 

 

1,542 

 

 

2,803 

 

 

168 

 

 

169 

 

 

144 

 

 

101 

 

 

299 

 

 

198 

 

 

59 

 

 

26 

 

 

98 

 

 

41 

 

 

1,303 

 

 

 

11 

 

 

TANA 

TORAJA 

 

 

926 

 

 

1,043 

 

 

1,969 

 

 

87 

 

 

51 

 

 

95 

 

 

75 

 

 

54 

 

 

42 

 

 

198 

 

 

215 

 

 

311 

 

 

392 

 

 

1,520 

 

 

 

12 

 

 

 

MAKASSAR 

 

 

1,083 

 

 

1,300 

 

 

7,975 

 

 

468 

 

 

131 

 

 

101 

 

 

355 

 

 

810 

 

 

584 

 

 

669 

 

 

717 

 

 

579 

 

 

852 

 

 

5,266 

 

 

 

13 

 

 

 

MAROS 

 

 

542 

 

 

432 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

71 

 

 

28 

 

 

226 

 

 

158 

 

 

486 

 

 

 

14 

 

 

 

BARRU 

 

 

1,108 

 

 

800 

 

 

1,908 

 

 

73 

 

 

71 

 

 

95 

 

 

78 

 

 

222 

 

 

300 

 

 

37 

 

 

28 

 

 

55 

 

 

34 

 

 

993 

 

 

 

15 

 

 

 

SOPPENG 

 

 

1,288 

 

 

1,487 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

72 

 

 

28 

 

 

56 

 

 

42 

 

 

198 

 

 

 

16 

 

 

 

SINJAI 

 

 

955 

 

 

717 

  

 

161 

 

 

132 

 

 

72 

 

 

41 

 

 

140 

 

 

100 

 

 

165 

 

 

82 

 

 

116 

 

 

47 

 

 

1,056 

 

 

 

17 

 

 

TORAJA 

UTARA 

 

 

1,118 

 

 

843 

 

 

1,961 

 

 

140 

 

 

140 

 

 

155 

 

 

133 

 

 

152 

 

 

128 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

19 

 

 

9 

 

 

890 
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NO. 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN 

/KOTA 

 
JUMLAH ATS 

TERIDENTIFIKASI 

 
 

 

JUMLAH 

TOTAL 

 
JUMLAH ATS YANG KEMBALI KE LAYANAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL per 

TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 (DAPODIK) 

2024/2025 SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA 

 
PKBM Usia 7 - 18 

tahun 

 
PKBM Usia 19 - 

24 tahun 

 
TOTAL 

(L+P) 

 L P  L P L P L P L P L P  

 

 

 

18 

 

 

 

SELAYAR 

 

 

768 

 

 

510 

 

 

1,278 

 

 

66 

 

 

63 

 

 

47 

 

 

32 

 

 

40 

 

 

36 

 

 

260 

 

 

137 

 

 

197 

 

 

127 

 

 

1,005 

 

 

 

19 

 

 

 

PARE PARE 

 

 

741 

 

 

596 

 

 

1,337 

 

 

95 

 

 

70 

 

 

51 

 

 

58 

 

 

109 

 

 

84 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

498 

 

 

 

20 

 

 

 

ENREKANG 

 

 

2,517 

 

 

1,113 

 

 

3630 

 

 

267 

 

 

139 

 

 

89 

 

 

53 

 

 

218 

 

 

123 

 

 

130 

 

 

38 

 

 

575 

 

 

215 

 

 

1,847 

 

 

 

21 

 

 

 

PINRANG 

 

 

727 

 

 

379 

 

 

- 

 

 

39 

 

 

23 

 

 

104 

 

 

50 

 

 

266 

 

 

145 

 

 

138 

 

 

76 

 

 

180 

 

 

85 

 

 

1,106 

 

 

 

22 

 

 

 

PALOPO 

 

 

2,111 

 

 

1,804 

 

 

3,915 

 

 

162 

 

 

138 

 

 

105 

 

 

90 

 

 

164 

 

 

140 

 

 

59 

 

 

25 

 

 

44 

 

 

16 

 

 

943 

 

 

 

23 

 

 

LUWU 

UTARA 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6,083 

 

 

257 

 

 

232 

 

 

168 

 

 

133 

 

 

306 

 

 

204 

 

 

33 

 

 

18 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

1,367 

 

 

 

24 

 

 

 

LUWU TIMUR 

 

 

1,514 

 

 

1,237 

 

 

2,751 

 

 

153 

 

 

95 

 

 

152 

 

 

93 

 

 

53 

 

 

34 

 

 

182 

 

 

80 

 

 

266 

 

 

133 

 

 

1,241 

  

Total 

 

54,680 

 

49,092 

 

112,731 

 

3,907 

 

3,136 

 

2,902 

 

2,734 

 

4,585 

 

3,755 

 

4,478 

 

3,205 

 

7,872 

 

5,460 

 

42,034 

Total ATS Berbasis Kategori 7,043 5,636 8,340 7,683 13,332  

Total ATS Usia 7 - 18 Tahun 28,702  

 

Berdasarkan Laporan ATS kabupaten Kota seperti tabel di atas menunjukkan adanya 

variasi yang signifikan dalam jumlah identifikasi, verifikasi, dan pengembalian anak ke 

layanan pendidikan di masing-masing kabupaten/kota. 

➢ Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah ATS yang sangat tinggi, yaitu 11.466 anak, 

namun dapat melakukan pengembalian sebanyak 1.534 anak ke layanan pendidikan 

mencerminkan efektivitas pendampingan yang cukup baik, terlebih dengan adanya 

dukungan anggaran lebih dari Rp 803 juta. 
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➢ Kabupaten Pangkep mencatat 4.126 ATS teridentifikasi, namun baru 441 anak 

yang kembali ke layanan nonformal melalui PKBM, menggambarkan pemanfaatan 

layanan pendidikan kesetaraan yang masih terbatas. 

➢ Kabupaten Soppeng, memperlihatkan tingkat pengembalian 1.077 anak dari 2.186 

ATS menandakan kinerja Satgas ATS yang aktif dalam melakukan verval dan 

pemantauan putus sekolah 

➢ Di Maros, meskipun jumlah ATS relatif kecil yakni 974 anak, tingkat pengembalian 

mencapai 49,8%, menunjukkan efisiensi program meski jenjang SMP dan SMA 

belum terdokumentasi secara lengkap; 

➢ Sementara itu, Toraja Utara menunjukkan progres kuat dengan 890 ATS kembali 

bersekolah dari 1,961 dengan didukung alokasi anggaran sebesar Rp 1,12 miliar. 

➢ Luwu Utara menampilkan capaian positif dengan 1.367 ATS kembali bersekolah, 

terbanyak di jenjang SMA, sementara Luwu Timur mencatat tingkat pengembalian 

45% dari 2.747 ATS terverifikasi, didukung pendanaan lebih dari Rp 2 miliar. 

➢ Selayar juga memperlihatkan trend yang significant dimana memiliki tingkat 

pengembalian sangat tinggi (1.005 anak dari 1.278 ATS), 

➢ Sedangkan Parepare menunjukkan capaian relatif rendah, hanya 498 dari 1.337 ATS 

yang tedeteksi ATS Demikian juga Kota Palopo memiliki dinamika data besar 

dengan 3.915 ATS teridentifikasi, namun sebanyak 943 anak berhasil 

dikembalikan ke sekolah. 

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas program ATS sangat 

dipengaruhi oleh kualitas verifikasi, ketersediaan layanan Pendidikan non formal yaitu 

PKBM, serta kecukupan pendanaan daerah. Kabupaten dengan dukungan anggaran 

besar dan koordinasi lintas sektor yang kuat cenderung memiliki capaian pengembalian 

ATS yang lebih tinggi, sementara beberapa daerah masih membutuhkan peningkatan 

pada akurasi data, perluasan layanan formal/nonformal, serta mitigasi faktor penyebab 

anak putus sekolah. 

 

5.2 Capaian Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekola 

Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan melalui 3 kebijakan 

utama yaitu; 
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A. Pencegahan. 

 

Komitmen bersama didorong agar sekolah/satuan pendidikan tidak dengan cepat 

mengeluarkan anak yang bermasalah, melainkan berkoordinasi dengan pemerintah 

desa/kelurahan untuk mencari solusi agar anak tersebut tidak termasuk dalam 

kategori anak putus sekolah dengan beberapa metode di antara lain. Upaya yang 

dilakukan pada tahun 2025 antara lain; 

 

• Penguatan Edukasi dan Komunitas. Fokus utama adalah mengubah 

paradigma sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

Upaya tersebut melalui 

 

1. Peningkatan Kesadaran Komunitas: Melalui Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bappelitbangda, edukasi masif akan 

dilakukan di desa/kelurahan untuk mengatasi faktor penyebab kultural, 

seperti pernikahan dini, prioritas pendidikan anak laki-laki, dan pandangan 

bahwa sekolah tidak penting. 

2. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa: Mengadopsi pembelajaran dari 

Kabupaten Bone, di mana pihak sekolah aktif menemui pemerintah desa 

ketika ada anak yang beberapa hari tidak masuk sekolah. Ini akan didorong 

di seluruh 24 kabupaten/kota sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan. 

3. Penanggulangan Faktor Ekonomi: Mendorong kerja sama antara 

pemerintah daerah dengan pihak ketiga, termasuk Baznas (mereplikasi 

praktik Bulukumba) dan Forum CSR untuk memberikan dukungan non- 

biaya (seragam, transportasi, buku) bagi keluarga miskin , sehingga anak 

tidak dipaksa bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Setiap daerah 

dapat melakukan kolaborasi secara langsung 

 

• Penguatan Satuan Pendidikan. Upaya pencegahan di tingkat sekolah 

diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman. 

1. Pencegahan Dropout Dini: Mendorong sekolah untuk tidak cepat 

mengeluarkan anak ketika terjadi masalah di sekolah. Pihak sekolah 

diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk mencari 

solusi bagi anak yang bermasalah. 
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2. Penanganan Trauma dan Perundungan: Mengatasi faktor 

kekerasan/perundungan/trauma di sekolah yang menjadi salah satu alasan 

ATS. Penguatan kapasitas guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan 

yang aman akan menjadi prioritas. 

3. Sinergi Guru dan Data: Mendorong penguatan Admin Desa dan operator 

Dapodik/EMIS sekolah terkait Verval ATS, memastikan setiap guru 

bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengidentifikasi ABPS atau 

ATS, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

4. Beberapa kabupaten sudah melakukan kerjasama antara PKBM dan satuan 

Pendidikan seperti di Kab Bulukumba, Selayar, Sinjai, 

 

• Penguatan Layanan Pendidikan. Upaya ini fokus pada perbaikan 

infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengatasi kendala geografis. 

 

1. Pemenuhan Infrastruktur dan Akses: Melakukan advokasi dan alokasi 

anggaran untuk penambahan ruang belajar, terutama pada tingkat 

SMA/SMK , untuk mengurangi jarak sekolah yang jauh dari rumah, yang 

menjadi salah satu alasan anak tidak bersekolah 

2. Mengatasi Kesenjangan Digital: Menindaklanjuti tantangan kesenjangan 

digital. Upaya akan dilakukan untuk memastikan akses teknologi dan 

internet bagi anak-anak di wilayah terpencil, agar mereka tidak tertinggal 

dalam pendidikan di era digital. 

3. Kolaborasi Lintas Jenjang: Memperkuat kolaborasi antara Pemerintah 

Provinsi (yang mengelola SMA/SMK) dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

(yang mengelola SD/SMP) dalam manajemen layanan pendidikan, untuk 

memastikan transisi anak dari satu jenjang ke jenjang berikutnya berjalan 

mulus. 

 

B. Penanganan. 

Upaya penanganan terus dilakukan dengan memastikan ketersediaan data pada 

level desa/kelurahan dan melakukan rekonfirmasi untuk mengembalikan anak ke 

layanan Pendidikan. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah; 

• Penigkatan kapasitas dalam melakukan validasi dan verifikasi Dashboard 

Verval ATS melalui Pusdatin. Tim PPATS pada 24 kabupaten/kota telah 
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diberikan orientasi dan meminta tim untuk melakukan coaching/pelatihan 

bagi admin desa dan keluraha. Dari 24 kabupaten/kota, kabupaten yang secara 

intensif melakukan Validasi Verval ATS dengan memberikan Akses ke 

Laman Dashboard Verval ATS kepada Admin Desa dan Kelurahan adalah 

sebagai berikut: 

 

NO KABUPATEN/KOTA 

Capaian Desa/Kelurahan 

memilik Akun Dashboard 
Verval ATS (%) 

Keterangan 

1 BULUKUMBA 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 

2 BANTAENG 100 % Perlu klarifikasi 

3 JENEPONTO 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 

4 TAKALAR   

5 GOWA   

6 PANGKEP 60 % Perlu klarifikasi 

7 SIDRAP 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 

8 BONE   

9 WAJO 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 

10 LUWU   

11 TANA TORAJA   

12 MAKASSAR   

13 MAROS   

14 BARRU   

15 SOPPENG 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 

16 SINJAI   

17 TORAJA UTARA   

18 SELAYAR 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 

19 PARE PARE   

20 ENREKANG 100 % 
Semua desa dan 

kelurahan 
21 PINRANG   

22 PALOPO   

23 LUWU UTARA 
 Satu desa sudah 

menjadi contoh 
24 LUWU TIMUR   
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1. Capaian Validasi dan verifikasi data melalui Dashboard Verval ATS Pusdatin. 

Capaian validasi dan verifikasi Dashboard verval ATS berdasarkan laman 

Verval ATS per tanggal 12 Desember 2025 sebagai berikut; 

• Jumlah ATS yang telah di validasi/diverifikasi sebanyak 39,765. Jumlah 

ini merupaka total ATS yang teridentifikasi. 

• Jumlah Anak dengan kategori potensi ATS yang diaktifkan Kembali 

(validasi/verifikasi) sebanyak 49,735 anak. 

Namun demikian bahwa capaian tersebut merupakan akumulasi dari tahun 

tahun sebelumnya, sehingga belum diketahui berapa pertahun. Berdasarkan 

hasli evaluasi tim Pusdatin per tanggal 24 November 2025 di Jakarta yang 

dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab Jenneponto 

dijelaskan bahwa laman Laman Dashboard verval ATS akan dilakukan 

perbaikan pada tahun 2026. 

Dengan demikian, capaian upaya validasi/verifikasi Verval ATS pada tahun 

2025 ini dilakukan perhitungan secara manual. Pada 10 Desember 2024, 

Verval ATS Kategori wilayah terdeteksi sebanyak 178,251 anak. Pada tahun 

2025 (12 Desember 2025) masih dideteksi sebanyak 176,539. Terlihat bahwa 

ada perubahan sebanyak 1,712 anak atau 0,96 %. (data manual yang dideteksi 

oleh tim secretariat bersama mitra lokal unicef-LPP Bone) 

C. Koordinasi. Tata Kelola dan mekanisme koordinasi difokuskan pada; Tata Kelola 

dan Mekanisme 

1. Ketersediaan Anggaran dalam mendukung program. Dukungan program PPATS ini telah 

memperlihatkan dukungan yang significant. Hal ini terlihat dari laporan setiap kab/kota sebagai 

berikut; 

 

 

NO. 

 

KABUPATEN/ 

KOTA 

PENDANAAN 

PPATS (APBD 
dan Desa dan 

sumber lain) 

Estimasi 

Anggaran PPATS 

 

 

INSTANSI 

Tahun 2025 Tahun 2026 

 

1 

 

BULUKUMBA 

 

214,618,900 

 

214,618,900 

Diknas, Bapperida, 

Disdukcapil, 

DP2KBP3A, PMD, 
Bapperida 
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NO. 

 

KABUPATEN/ 

KOTA 

PENDANAAN 

PPATS (APBD 
dan Desa dan 
sumber lain) 

Estimasi 

Anggaran PPATS 

 

 

INSTANSI 

Tahun 2025 Tahun 2026 

 

 

2 

 

 

BANTAENG 

 

 

176,723,300 

 

 

132,757,200 

DINAS 

PENDIDIKAN, 

BAPPEDA,DINAS 

PMD,DISDUKCAP 
IL,KECAMATAN 

 

 

3 

 

 

JENEPONTO 

 

 

803,752,241 

 

 

1.000.000.000 

BAPPEDA, DINAS 

PENDIDIKAN, 

DINAS PMD, 

KECAMATAN, 
CAPIL 

4 TAKALAR 
550.000.000 

APBD 

550.000.000 

APBD 

 

5 GOWA 5,380,00 5,380,00 Dinas Pendidikan 

6 PANGKEP 65,000,000 
 DISDIK/ 

BAPPEDA 

7 SIDRAP 5,851,706,800 1,842,700,000 
 

8 BONE 804,520,500 650,000,000 disdik/bappeda 

9 WAJO APBD APBD DISDIK BUD 

10 LUWU 150,000,000 220,000,000 disdik 

11 
TANA 

TORAJA 
APBD 

 
DISDIBUD 

12 MAKASSAR APBD APBD ATS data 

13 MAROS 
 

407,950,000 

 
Dinas Pendidikan 

 

 

14 

 

 

BARRU 

2.681.802.800 

(Anggaran 

Desa, DAK Non 

Fisik serta 

Hibah PKBM) 

 

 

2.681.802.800 

 

Dinas Pendidikan 

dan Bappelitbangda 

 

15 

 

SOPPENG 

 

34,105,000 

 

30,000,000 

Disdikbud, 
Bappelitbangda, 

DPMD 
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NO. 

 

KABUPATEN/ 

KOTA 

PENDANAAN 

PPATS (APBD 
dan Desa dan 
sumber lain) 

Estimasi 

Anggaran PPATS 

 

 

INSTANSI 

Tahun 2025 Tahun 2026 

16 SINJAI 27,454,900 
  

 

17 
TORAJA 

UTARA 

 

144,949,526 

 

5,470,000,000 

DINAS 

PENDIDIKAN 

TORAJA UTARA 

 

18 

 

SELAYAR 

 

158,150,000 

 

192,225,000 

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan 

olahraga Kepulauan 

selayar 

19 PARE PARE 27,624,500 
 

Disdik 

20 ENREKANG 9,080,000 
  

21 PINRANG 51,872,000 27,522,000 
 

22 PALOPO 
APBD-APBN 

BOS 
11,952,000 

Bappeda, Dinas 

Pendidikan 

23 LUWU UTARA 694,400,000 
 Bapperida, 

DISDIK, DPMD 

24 LUWU TIMUR 50,000,000 50,000,000 
DIKBUD, 

DINSOS, KESRA 

 
Total 9,677,287,667 8,847,155,100 

 

 

2. Penyusunan Rencan Aksi Daerah. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan issu PPATS menjadi program 

prioritas baik Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya tersebut adalah; 

➢ Dokumen perencenaan RPJMD Pemerintah Provinsi dan 24 kabupaten/kota telah 

menjadikan issu PPATS sebagai strategi program prioritas. 

➢ Melalui Pemerintah Provinsi, Tim PPATS telah menetapkan target capaian 

penurunan persentasi ATS Tingkat provinsi per tahun sebesar 4,39 %. Sehingga 

target penurunan ini menjadi referensi utama oleh kabupaten/kota dalam 

menetapkan target penurunan ATS. Diharapkan bahwa pada tahun 2030, persentasi 
ATS tinggal 5,54 %. 
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➢ Tim PPATS Provinsi telah menyelesaikan penyusunan RAD PPATS provinsi 

periode 2025-2029. RAD ini telah di tandatangani oleh Gubernur Nomor 

1740/X/Tahun 2025. 

➢ Melalui Kerjasama kemitraan, tim PPATS provinsi telah melakukan penguatan 

kapasitas pada Tingkat provinsi dengan mengundang tim PPATS pada 24 

kabuptan/kota dengan melakukan reviu RAD mereka periode sebelumnya dan 

persiapan penyusunan RAD periode tahun 2025 -2029 untuk menyesuaikan dengan 

periode pemerintahan mereka. Program telah meningkatkan kapasitas sebanyak 

Total 32 peserta 19 laki laki 13 perempuan dengan rincian Peserta Provinsi 9 (6 laki 

laki, 3 perempuan) dan Peserta Kabupaten 23 (13 laki laki dan 10 Perempuan) 

➢ Disamping itu, tim PPATS provinsi melakukan pendampingan penguatan kapasitas 

tim kab/kota dalam menyelesaikan RAD mereka ke 8 kabupaten/kota. Sebanyak 

150 (79 laki dan 71 perempuan) pemangku kepentingan dan tim tekhnis PPATS 

mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan RAD mereka. 

➢ Perkembangan penyusunan RAD masing masing kabupaten/kota masih sedang 

berlangsung. Beberapa kabupaten/kota telah memfinalkan RAD PPATS yaitu 

Toraja Utara, Kota Makassar. Sedang kabupaten lain masih mempersiapkan tim dan 

dokumennya. 

3. Pembentukan tim PPATS 

➢ Sekertariat PPPATS Provinsi telah membuat SK PPATS yang baru yakni SK No 

1740/X/Tahun 2025 dan akan mensosialiasikan ke 24 kabupaten/kota. 

➢ Tim secretariat PPATS Provinsi terus mendorong pembaharuan/revisi SK Tim 

Kerja PPATS di 24 kabupaten/kota untuk menyesuaikan dengan dokumen 

perencanaan dan pemerintahan baru periode 2025–2029 

4. Inovasi dan kolaborasi 

Inovasi program PPATS sebagai praktik baik telah terjadi di setiap kabupaten/kota. 

Kabupaten Sinjai pada tahun 2025 telah mendapat penghargaan dari Kementerian 

Pendidikan Dasar dan Menengah dengan inovasi program “Ta’sikola Si (Ayo Sekolah 

Lagi). 

5.3 Evaluasi Hambatan dan Tantangan 

Meskipun mencatat keberhasilan signifikan, pelaksanaan PPATS Tahun 2025 masih 

menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional: 

1. Validitas dan Sinkronisasi Data khususnya pada Dashboard Verval ATS: Masih 
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terdapat disparitas besar antara data potensi Pusdatin (176,539 ribu) dengan data 

validasi/verifikasi oleh admin desa /kelurahan (39.795 ribu). Hal ini disebabkan 

oleh kapasitas admin desa yang belum merata dan juga belum semua desa/kelurahan 

mendapat akses. Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perlu melakukan 

percepatan untuk memastikan setiap desa/kelurahan memiliki akun untuk akses ke 

Dashboard Verval ATS Psudatin. 

2. Faktor Kultural dan Motivasi: Tingginya angka ATS karena alasan "Tidak Mau 

Sekolah" (2,629 kasus ) menunjukkan bahwa pendekatan akses saja tidak cukup. 

Diperlukan reformasi pembelajaran agar sekolah dirasakan relevan oleh anak. 

3. Keterbatasan Anggaran Daerah: Belum seluruh kabupaten/kota (masih ada 7 

daerah) yang belum merencanakan penganggaran tahun 2026, sehingga masih 

memerlukan dukungan advokasi provinsi atau donor. 

4. Mobilitas Penduduk: Perpindahan domisili penduduk yang tidak teradministrasi 

dengan baik menyulitkan pelacakan (tracking) status anak, seringkali menyebabkan 

data ganda atau lost to follow-up. 
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BAB VI 
 

Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi Strategis 
 

Berdasarkan analisis situasi dan evaluasi kinerja di atas, serta mengacu pada Dokumen 

Final RAD PPATS 2025–2029, berikut adalah rekomendasi strategis untuk tahun anggaran 

mendatang: 

6.1 Strategi Pencegahan (Preventif) 

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini (EWS): Mengoptimalkan pendataan Anak 

Berisiko Putus Sekolah (ABPS) yang saat ini terdata 103.293 anak. Sekolah wajib 

melakukan intervensi dini (konseling, kunjungan rumah) sebelum anak benar-benar 

putus sekolah. 

2. Kampanye "Sekolah Itu Penting": Melakukan kampanye masif yang melibatkan 

tokoh agama dan tokoh adat untuk mengubah persepsi budaya, khususnya terkait 

motivasi sekolah dan pencegahan pernikahan anak. 

6.2 Strategi Penanganan (Kuratif) 

1. Ekspansi Verifikasi Data Desa: Menargetkan peningkatan cakupan desa yang 

memiliki data ATS valid dari 38,7% menjadi minimal 70% pada tahun 2026. 

Pemerintah Kabupaten perlu memberikan insentif kinerja bagi desa yang proaktif. 

2. Diversifikasi Layanan Pendidikan: Memperbanyak layanan pendidikan non-formal 

dan vokasi (kursus keterampilan) yang terintegrasi dengan PKBM. Ini solusi konkret 

bagi ATS usia 16-18 tahun yang beralasan bekerja atau merasa terlalu tua untuk sekolah 

formal. 

3. Intervensi Afirmatif Disabilitas: Mewajibkan setiap kecamatan memiliki minimal 

satu sekolah inklusi yang dilengkapi Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk menyerap 

ATS disabilitas. 

6.3 Penguatan Tata Kelola 

1. Percepatan Regulasi Daerah: Provinsi harus melakukan pendampingan intensif bagi 

7 kabupaten/kota yang belum menetapkan RAD PPATS agar segera memiliki payung 

hukum dan alokasi anggaran pada APBD 2026. 

2. Optimalisasi Dana Desa: Memastikan Dinas PMD di setiap kabupaten mengawal 

implementasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk sektor pendidikan, sesuai 

kewenangan lokal berskala desa 
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Penutup 
 

 
Pelaksanaan program PPATS di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 melalui gerakan 

PASTI BERAKSI telah menunjukkan resiliensi dan dampak nyata di tengah tantangan 

ekonomi yang fluktuatif. Keberhasilan mengembalikan lebih dari 27 ribu anak ke bangku 

pendidikan merupakan bukti efektivitas kolaborasi multipihak. Namun, stagnasi pada beberapa 

indikator makro pendidikan menjadi pengingat bahwa upaya ini harus terus ditingkatkan, tidak 

hanya pada aspek kuantitas (akses), tetapi juga kualitas dan relevansi layanan. 

Dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah PPATS 2025–2029, Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mengawal hak pendidikan setiap anak, memastikan 

no one left behind, demi terwujudnya generasi emas Sulawesi Selatan yang cerdas, kompetitif, 

dan berkarakter. 

 

 

 

 

Makassar, 19 Desember 2025 

 

Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) 

Provinsi Sulawesi Selatan 



 

 

Pertemuan koordinasi Tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak 
Tidak Sekolah (PPATS) Pada Bulan (1 Maret Tahun 2025) 

Pertemuan Koordinasi Penguatan Sektor Sosial 
Kemasyarakatan, Sektor Swasta dan Perguruan Tinggi Upaya 

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Pada 
Bulan (13 Maret Tahun 2025) 

 

Lampiran 
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RAPAT KOODINASI MONITORING DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK 
TIDAK SEKOLAH 24 KAB/KOTA ( 4 Desember Tahun 2025) 
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LOKAKARYA KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK 

TIDAK SEKOLAH 24 KAB/KOTA ( 1 OKTOBER Tahun 
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